BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PEDESAAN/PERKOTAAN

Menimbang

Mengingat

DALAM WILAYAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada

penumpang dan jaminan kelangsungan penyelenggaraan
pelayanan angkutan penumpang umum pedesaan/perkotaan
dalam wilayah Kabupaten Banjar, perlu dilakukan
penyesuaian tarif berpedoman harga jenis eceran bahan
bakar yang berlaku pada saat itu;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4444);

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5594);

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen
Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1791);

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran
Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2029) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
39 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun
2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar
Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1715);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2015
tentang Tarif Dasar, Tarif Dasar Batas Atas dan Tarif Dasar
Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar
Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 229);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003
tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan
Kendaraan Umum;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2015
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah
Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG
UMUM PEDESAAN/PERKOTAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN
BANJAR.

Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.

2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenagan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Banjar.

Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Banjar.

5. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya
disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informati Kabupaten Banjar.

6. Kepala Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Kapolres adalah Kepala
Kepolisian Resort Banjar.

7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Kepala Satpol
PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar.

8. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari satu tempat lain dalam satu
daerah kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek angkutan kota yang
berada dalam wilayah ibu kota kabupaten dengan mempergunakan
kendaraan umum yang terikat dalam trayek.

BAB II
DASAR PENETAPAN TARIF ANGKUTAN UMUM

Pasal 2

(1) Tarif angkutan umum pedesaan /perkotaan dibedakan menjadi 2 yaitu :
a. Tarif umum; dan
b. Tarif Pelajar.

(2) Tarif angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
berdasarkan Penurunan Harga Bahan Bakar Minyak.

(3) Bupati dapat menetapkan tarif tambahan untuk masing-masing trayek yang
disebabkan kondisi geografis, faktor muat dan kondisi prasarana jalan yang
belum memadai.

(4) Tarif angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PENGAWASAN

Pasal 3

Kepala Dinas, Kapolres, Kepala Satpol PP dan Instansi fungsional terkait lainnya,
mengawasi pelaksanaan tarif angkutan penumpang umum pedesaan/perkotaan
sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banjar Nomor
63 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Angkutan Pedesaan
di jalan dalam Wilayah Kabupaten Banjar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 30 Juni 2016

BUPATI BANJAR,

TTD

H. KHALILURRAHMAN
Diundangkan di Martapura
pada tanggal 30 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

TTD

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 27

Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/



